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ABSTRAK

Prapenuntuan merupakan salah sato wewenang dari Penuntul Umum vang terdapat
szlam Pasal 14 butir b Undang-undang No.& tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
wra istilah pengertian prapenuntutan belumlsh terdapat keseragaman, hal ind terjadi
cna Undang-undang No.® tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana sendini tidak
memberi batasan pengertian yang jelas, Bagi pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang
menaungi  Penuptut Umem dalam mengartikan  prapenuntutan lebih luas  meliputi
=mantavan perkembangan hasil penyidikan, pengembalian berkas perkara apabila betum
nekap. penerimasn tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik scrta
eriksaan tambahan, Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana
“elaksanann Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa pada Tahap Prapenuntutany, 2) Berapa
:ma Waktu Penyelesaian Prapenuntutan, 3) Apa Kendala yang dihadapi oleh Jaksa pada
p Prapenuntutan. Metede penelitian yang dipakai bersifat yuridis sosiologis dengan
elakukan penelaahan febih jelas mengenai permasalahan yang ditelitl, Bahan atay materi
~lam penelitian ini adalah @ 1) Penelitian kepustakaan ({ibrary research) yang lerdiri dari
szian hukum primer, baban hukum sekunder dan bahan hukum tersier, 23 Penelitian
:pangan  {(ffeld research) yang terdini dari data primer dan data sckunder.  Alat
cengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat
=nulis melekukan penelitian yaitn Kejaksaan Negerl Padang, Setelab data dikumpulkan
mudian dianalisa secara kualitatif’ untuk mempercleh suatu kesimpulan, Dari hasil
cnelitian dapat disimpulkan babwa untuk mempermudah pelaksanasn mempelajari dan
menelitl kelenghapan berkas perkara berupa check list penclitian berkas perkara tahap
dma berupa syarat formil dan materiil. Adanya pembatasan wakie untuk penelitian
cerkas perkara yang dilakukan penuntut umum, justru tidak diiringi oleh tindakan penvidik
‘alam pengembalian berkas perkars yang telah mavpun akan dikembalikan oleh Penuntut
~mum dan tidak jelas berapa lama jangka waktu Prapenuntutan. Dalam pelaksanaan
crapenuntutan ini senantiasa mengalami kendala antara lain penyidik vang tidak mengiringi
carat Perintah Dimuelainya Penyidikan dengan berkas perkara, pengembalian berkas
perkara serla penyeraban berkas perkara tahap kedua Untuk perbaikkan di masa depan
‘harapkan agar prinsip antara penyidik dan penuntut wmum dilakukan atas  dasar
penegakan  hukum  dengan  mengedepankan  profesionalisme  masing-masing  demi
terciptanya dan terwijudnya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seeara universal posisi dan fungsi Kejaksaan diberbagai belahan dunia
hampir lidak berbeda, merupakan boginn dari fungsi penegakan hulum dar suar
nepara. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak
hukum yang kedudukannyva berada dilingkungan kekuasaan eksckutit {pemerintah)
vang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, Scbagaimana
secara legas ditetapkan oleh Pasal 2 avat (1) Undang-undang No, 16 Tahun 2002
tentang Kejaksaan R, disamping melakukan fungsi kekuasaan Jain yang diberikan
oleh Undang-undang.

sesual dengan Undang-undang No. 16 Tahuo 2004 lentang  Kejaksaan
Republik Tndenesia. vang mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam
Kepidanaan serta Penpacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Mepara.
Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, PEngamuin
£ebijukan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan
aliran  kepercavsan, pencegahan penvalahgunaan dan  atau penodaan  agama
penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, Aspek represif
melakukan penuniutan dalam perkara pidans, melaksanakan penetapan hakim dan

putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas



cersyaral, melengkapi berkas perkara lertentu vang berasal dari Penvidik Polrn dan
Penyvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

kejaksaan merupakan sate-satunya lembaga kekuasaan negara yang dimiliki
aleh pemerinlah scbagai suatu lembaga yang melakukan penuntutan terbadap tindak
pidana yang dilakukan oleh subjek hukum baik oleh mdividy maupon badan
ukom, Sclain melakukan penuntutan Jaksa atau Penuntut Do jugas melakukan
Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
Fasal 110 ayat (3) dan (4), maka Penuntur Umom memberi petunjuk dalam rangka
penvempurnaan penyidikan dari penyidik, Istilah Prepenuntutan ini dapat kita teni
dalam Pasal 14 butir b Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana .

Prapenuntutan  merupakan  wewenang  dari Penuniut Umiem, Tujuan
pemeriksaan penvidikan tindek pidana dalam  menviapkan  hasil pemer ik sian
penyidikan sebagai “berkas perkara” wvang akan diserahkan penyidik kepada
penuntut umum scbagai nstansi vang bertindak dan berwenang  melakukan
penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan
peountut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan, Oleh karena it
apabila penyidik berpendapat pemeriksaan penyidikan telah selesai dan SEMIIUrng,
secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuniut umum.
Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan.

Sesuai depgan sistem penshapan pemeriksaan vang danut Undang-undang Mo, 8

Media Hukum Peesatuan Faksa Republiv Indonesin, Pevinghatar Peran Kefakoaan datam Poradila
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HBAB 1V

PENUTUP

Pada baly terakhir i, penulis akan memberikan kesimpulan mengenal uraian duri
bab-bab sehelumnya dan memberikan saran-saran vang  berkaitan dengan bagaimana

I*elaksanaan Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa pada Tahap Prapeountutan.

A Kesimpnlan

1. Pelaksanann - Penelitian - Berkas  Perkara  oleh  Jaksa  pada  Tahap
Prapenuntutan sesuai dengan amanat dalam Pasal 110 avat (3) dan {4)
Undang-undang Mo tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tugas
prapenuetutan sebagal pelaksanaan penelitian berkas perkara vang diterima
dlari penyidik dan pemberian petunjuk oleh penuntot umum kepada penvidik
guna melengkapi berkas perkara hasil penvidikan, Secara administrasi diatur
melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor @ KEP/ 32T AAL1994 tangga) 7
November 1994 tentang Administrasi  Perkara Tindak Pidana. Adapun
pelaksanaan prapenuntutan secara administrasi antara lain
4. Penerimaan Surat 'emberitahuan Dimulanva Penvidikan (SPDP)
. Penerimaan berkas perkara tahap pertama
¢.  Pennyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

d,  Pemeriksaan tambahan
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